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DPRD KOTA YOGYAKARTA SEPAKATI PENCABUTAN PERDA 12/2002

‘Beri Kepastlan Hukum, Perkuat Fungs1 Lembaga di Wllayah

KR-Ardfii Wahdan

Juru Bicara Pansus Ipung Purwandari pan-
dangan.

wilayah memiliki peran sangat strategis dalam menggerakkan
roda b Akan tetapi keberad regulasi berupa.
Perda 12/2002 tentang Pedoman Pembinaan Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat. Kelurahan (LPMK), Rukun
Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) belum sejalan dengan
peraturan di atasnya, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri
(Permendagri) 18/2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa
dan Lemhaga Adat Desa Oleh karena 'itu, DPRD Kota

ik Perda 12/2002 guna mem-
berikan l(:;astmn‘g\;lmm sekaligus memperkuat fungsi lembaga
di wilayah

YOGYA (KR) - Tidak bisa dipungkiri, lembaga yang ada di

ta Basuki Hari Saksono, mem-

is DPRD Kota ¥ 2
naskah pe ji b

maka kalangan dewan juga mendesak eksekutif untuk segera

menerbitkan perwal sesuai amanah Permendagri 18/2018.

"Selain LPMK, RT dan RW perlu ada pencermatan yang kompre-
hensif untuk lembaga kemasyarakatan kelurahan lainnya yang
akan diakomodir dalam perwal. Ini supaya kewenangannya ti-
dak tumpang tindih,” imbuh Ipung.

Selain itu, untuk 1; n pengurus k lebih
menitikberatkan pada pelaksanaan fungsi sosial dan budaya.
Adapun untuk LPMK lebih difokuskan dalam mepjalankan
fungsi swadaya masyarakat dalam pembangunan Setelah perw-
al yang dimak iga | dikoor-
dinasikan dengan DPRD Kofa Yogyakarta melalui komisi mitra

Persetujuan bersama b Perda 12/2002 antara
DPRD dan Pemkot Yogyakarta.

kan masa jabatan pengurus menjadi lima tahun dari sebelum-
nya tiga tahunan. "Kepastian hukum atas keberadaan lembaga
kemasyarakatan kelurahan menjadi perhatian kami seiring
fungsi dewan dari aspek legislasi. Ketika sudah memiliki kepas-
tian hukum maka tentu keberadaannya akan semakin kuat
karena perhatian dari pemerintah bisa lebih leluasa diberikan,”
ungkap Ipung.

Menanggapi hal tersebut Penjabat Walikota Yogyakarta
Sugeng Purwanto sudah ran-
cangan perwal terkait pedoman pembinaan lembaga ke-
masyarakatan kelurahan. Rancangan perwa.l ltu Juga sudah

dari K

dalam

dalam pasal 14 ayat 2 h#hwa pengaturan dan penetapan lemba-
t desa atau kelurahan cukup diatur melalui pemtu-

suai I dengan pemtu,ra.n perundang-undangan yang berlaku,"
gk dalam sidang Selasa (9/7).
s :mbahasan yang dilakukan oleh tim pansus di
dewan serta Pémkot, diketahui ada beberapa lembaga ke-
masyarakatan di wilayah. Selain LPMK, RT serta RW ada juga
pengurus kafpung maupun organisasi swadaya lainnya yang
dibentuk oleh komunitas masyarakat. Secara khusus agar tidak
terjadi kekosongan hukum imbas dari pencabutan Perda 12/2002

kan, tugas dan fungsi,

Juru Bwara Panlt;,a K'husus (Pansus) Pencabutan Perda * kerja supaya blsa segera disosialisasikan. Bahkan lembaga ke- ruang lingkup
12/2002 DPRD K ogyakarta.lpung Purwandari, han yang tidak dJatur dalam perwal maka  al juga sudah mengakomodir rekomendasi yang d1benkan oleh
kxpknn kspasﬁgn sangat dlk thkan agar terwujudnya keberad d?m keb tugas serta kalangan dewan. Antara lain meliputi jenis lembaga ke-
ng: kaligus membe- Juga harus bisa diduk oleh OPD i k kelurahan, b
rikan k nguai Pe dagri 18/2018 terutama Menurut Ipung, keberadaan lembaga diting-  k usan, hub

kat kelurahan terbukti turut menjadi penentu keberhasilan
pembangunan, Hal ini karena keterbatasan yang dimiliki oleh
aparatur pemerintah mampu diimbangi.dengan komunitas di
wilayah. Apalagi banyak aspek sosial dan budaya yang membu-
tuhkan peran serta kelembagaan swadaya masyarakat di

wilayah.

kerja, peran serta masyarakat, pen-
danaan, pembinaan dan pengawasan. Bahkan tidak hanya
LPMK, RT dan RW saja yang diakomodir melainkan juga
Pengurus Kampung, Karang Taruna, Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Terpadu
(Posyandu), dan forum bank sampah di kelurahan.

"Yang'| pasn rancangan perwal terkait hal itu sudah disepakati

Hal yang tidak kalah pennng 1alah masa bhakti k usan
lembaga k Seiring lan Pilkada
serentak tahun ini, mayoritas lembaga wilayah j juga akan ber-
akhir masa kepengurusannya. Oleh karena itu perlu dis-

ikan pula dalam Per dagri 18/2018 dengan menyesuai-

oleh K b Perda 12/2002 ini akan
kami teruskan ke Gubernur DIY supaya mendapatkan nomor
register, dan kemudian ditetapkan menjadi perda serta
diundangkan ke dalam lembaran daerah Kota Yogyakarta,"
urainya. (Dhi)-f "
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